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Abstrak: Artikel ini merupakan konseptual tentang peran RSPO dan ISO pada isu keberlanjutan industri minyak kelapa sawit di Indonesia. Permintaan global pada kelapa sawit yang meningkat telah menimbulkan keprihatinan terkait keberlanjutan produksi, terutama di Indonesia sebagai produsen terbesarnya. Tantangan keberlanjutan mendorong perlunya praktik pertanian sawit yang berkelanjutan dan sertifikasi seperti RSPO dan ISPO. Kasus Indofood menjadi isu kritis di Indonesia, meskipun langkah-langkah sertifikasi telah diambil namun pada praktiknya terdapat masih terdapat kendala dalam pengawasan, penegakan hukum, hak asasi manusia dan lingkungan. Untuk itu masih diperlukan evaluasi mendalam terhadap isu-isu inti dalam industri minyak kelapa sawit serta perlunya peran dan perbaikan sertifikasi RSPO dan ISPO. Upaya bersama pemerintah, produsen, dan pihak ketiga diperlukan untuk memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta fokus pada hak asasi manusia dan lingkungan. Pemerintah memiliki peran krusial dalam membentuk fondasi keberlanjutan melalui regulasi dan dukungan finansial. Dengan sinergi pemangku kepentingan, industri ini dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan yang adil di masa depan. Tersedia Online di 
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PENDAHULUAN 
[bookmark: _ks75r6he9q1w]Minyak kelapa sawit, yang memainkan peran utama sebagai minyak nabati, bukan hanya menjadi unsur penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, melainkan juga menembus ranah produk konsumen seperti makanan dan kosmetik, sehingga menciptakan dampak yang mendalam pada kehidupan sehari-hari. Dalam analisis yang mendalam oleh Oliphant, E. (2022), ditegaskan bahwa minyak kelapa sawit tidak sekadar berfungsi sebagai bahan konsumsi semata sebaliknya namun telah membuktikan dirinya sebagai sumber bahan bakar nabati yang populer, menggantikan peran tradisional bensin dan solar dalam kendaraan bermesin pembakaran di seluruh dunia.
Fakta ini menggambarkan bahwa minyak kelapa sawit tidak hanya memainkan peran vital dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga turut serta dalam transformasi makro, khususnya dalam tren energi terbarukan.  Energi terbarukan adalah komoditas seperti halnya energi lainnya. Energi terbarukan memiliki peran utama dalam memenuhi kebutuhan permintaan energi global dan dalam memerangi bahaya pemanasan global (Yusoff, S., 2006). Peningkatan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati menandai pergeseran signifikan menuju sumber daya terbarukan dan ramah lingkungan dalam sektor transportasi. Hal ini mencerminkan peran dinamis minyak kelapa sawit dalam menyokong pertumbuhan energi terbarukan secara global, dengan dampak positif pada mitigasi emisi gas rumah kaca dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita dan kebutuhan akan biodiesel sebagai bahan baku, menyebabkan peningkatan permintaan global terhadap minyak kelapa sawit. Oleh karena itu, minyak kelapa sawit tidak hanya berperan dalam mendukung aspek keberlanjutan di sektor energi, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam pergeseran global menuju sumber daya terbarukan dan ramah lingkungan. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, peran minyak kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan membuka peluang untuk inovasi dan transformasi lebih lanjut dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kemunculan kebutuhan ini, yang diimbangi oleh status minyak sawit sebagai minyak nabati paling populer dan paling banyak dikonsumsi di dunia, menyiratkan bahwa minyak kelapa sawit memegang peran vital dalam mendukung stabilitas ekonomi global. Dalam struktur perekonomian dunia yang semakin terintegrasi, minyak kelapa sawit bukan hanya sekadar komoditas, melainkan juga menjadi faktor penentu yang membentuk arah pasar dan memengaruhi dinamika ekonomi di berbagai negara.
Semakin kuatnya peran minyak kelapa sawit dalam posisinya di pasar internasional telah diperinci dalam "Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO" oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2015), yang menyoroti peran krusial minyak kelapa sawit dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian global. Sebagai sumber energi nabati yang efisien, minyak kelapa sawit turut berperan dalam mencukupi kebutuhan energi dunia, memberikan dampak positif pada sektor-sektor terkait, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. Mulai tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan program mandatori biodiesel yang disebut B30, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan implementasi biodiesel tertinggi di dunia (Farobie, O., 2022).
Namun, peningkatan produksi minyak kelapa sawit yang sangat cepat, sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan global, membawa dampak serius terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan yang seharusnya dijunjung tinggi. Pertumbuhan industri ini menyebabkan risiko hilangnya tutupan hutan yang luas, yang memiliki konsekuensi ekologis signifikan dengan merugikan keanekaragaman hayati dan menciptakan ketidakseimbangan dalam ekosistem. Selain itu, ekspansi perkebunan kelapa sawit juga berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca, memberikan tekanan tambahan pada perubahan iklim global. Implikasi serius juga terjadi pada timbulnya konflik sosial antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat lokal di sekitarnya. Proses perubahan lahan yang terjadi dengan cepat, tanpa perencanaan yang baik, kerap kali memicu konflik mengenai hak tanah dan sumber daya alam antara perusahaan dan komunitas lokal. Dinamika ini membawa dampak serius yang bersifat multidimensional, mengakibatkan konflik yang kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.
Menghadapi berbagai tantangan ekonomi, lingkungan, dan sosial, industri kelapa sawit di Indonesia terus mencari solusi. Praktik pertanian berkelanjutan menjadi fokus, dan penerapan sistem sertifikasi, seperti yang dijelaskan oleh Denashurya, N.I., dkk. (2023), menjadi langkah kunci. Lebih dari itu, minyak kelapa sawit, sebagai komoditas utama, seringkali terlibat dalam kontroversi terkait deforestasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan masalah lingkungan lainnya. RSPO dan ISPO, sebagai dua skema sertifikasi keberlanjutan terbesar di dunia, memainkan peran penting dalam upaya mempromosikan praktik-produksi yang berkelanjutan.
Studi kasus terkait Indofood, salah satu perusahaan minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia, memberikan wawasan mendalam tentang dampak dan tantangan yang dihadapi oleh industri dan inisiatif keberlanjutan. Dengan merinci situasi yang dihadapi oleh perusahaan tersebut, artikel ini tidak hanya meningkatkan kesadaran terhadap kompleksitas industri minyak kelapa sawit, tetapi juga menyoroti urgensi penyatuan praktik-produksi berkelanjutan dengan kebutuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.
Dengan merangkum peran RSPO dan ISPO sebagai inisiatif keberlanjutan, artikel ini bukan hanya menggambarkan kondisi saat ini industri kelapa sawit, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang arah yang mungkin diambil oleh industri ini di masa depan. Dengan demikian, artikel ini bukan hanya sebatas analisis, tetapi juga merupakan panggilan untuk perubahan dan peningkatan dalam industri kelapa sawit, mendorong semua pemangku kepentingan untuk aktif berpartisipasi dalam mewujudkan praktik-produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

METODE
Artikel ini merupakan konseptual dengan pendekatan metode deskriptif berupa fenomena dan studi kasus dengan didukung hasil penelitian terdahulu.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Latar Belakang RSPO, ISPO
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), suatu organisasi internasional multistakeholder yang didirikan pada tahun 2004, mengadopsi MDGs yang terkait dengan 3P di dalam Prinsip dan Kriteria (P&C).  RSPO adalah inisiatif bisnis dimana para anggotanya secara sukarela mengikatkan diri pada mekanisme RSPO dengan tujuan untuk memproduksi dan menggunakan minyak sawit berkelanjutan. Praktek perkebunan yang berpegang pada prinsip-prinsip berkelanjutan memprioritaskan aspek legalitas, lingkungan, dan kelayakan sosial ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, RSPO didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui standar internasional yang kredibel (Majid, Norhana Abdul,  dkk., 2021). 
Seiring dengan meningkatnya permintaan akan Certified Sustainable Palm Oil (CSPO), negara-negara produsen telah mengambil inisiatif untuk menetapkan standar keberlanjutan mereka sendiri. Pada bulan Maret 2011, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian meluncurkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil - ISPO). ISPO bertujuan untuk memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit sehingga dapat diproduksi sustainable palm oil dan mendukung komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca. Berbeda dengan RSPO yang bersifat sukarela (voluntary), sebagai peraturan pemerintah Indonesia, maka ISPO berlaku wajib (mandatory) bagi perusahaan perkebunan tapi sukarela (voluntary) untuk usaha pekebun kecil. Peraturan ini diperbaharui pada bulan Maret 2015 menjadi Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Dengan demikain, ISPO didirikan untuk memastikan bahwa semua petani kelapa sawit Indonesia, tidak terbatas hanya yang mengekspor ke pasar asing, juga telah memenuhi standar pertanian yang lebih tinggi (Majid, Norhana Abdul,  dkk., 2021). 
Perbandingan antara RSPO dan ISPO memperlihatkan perbedaan mendasar dalam pendekatan serta fokus keduanya terhadap praktik keberlanjutan dalam industri minyak kelapa sawit. RSPO, sebagai inisiatif global yang berlaku secara universal, mencakup produsen dari berbagai negara, memberikan gambaran luas mengenai praktik-produksi berkelanjutan. Standar RSPO tersebut menjadikannya sebuah platform yang komprehensif untuk menangani isu-isu keberlanjutan di tingkat global. Di sisi lain, ISPO muncul sebagai inisiatif yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia, dengan fokus yang lebih terbatas pada masalah-masalah yang bersifat lokal dan kontekstual. Meskipun lebih terfokus, ISPO tetap memegang nilai-nilai keterbukaan dan negosiasi yang diatur oleh peraturan perundangan dan dipersyaratkan oleh ISPO, sebagaimana dijelaskan dalam Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2015.

Sejarah dan Latar Belakang Indofood
Salah satu pemain utama dalam industri minyak kelapa sawit di Indonesia adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau yang lebih dikenal dengan nama Indofood. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 sebagai PT Panganjaya Intikusuma, kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia, dimana dalam beberapa dekade terakhir berkembang menjadi sebuah perusahaan total food solutions yang operasionalnya meliputi seluruh tahapan proses produksi makanan, dimulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga kemudian menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. 
Indofood memiliki banyak anak usaha, salah satunya Indofood Agri Resources Ltd atau yang disingkat IndoAgri. IndoAgri bergerak di bidang agrikultur, dan menghasilkan produk-produk kelapa sawit seperti margarin, minyak goreng, serta produk perkebunan lain seperti gula dan karet. Pada tahun 2007, melalui Salim Ivomas Pratama, Indofood Agri Resources Ltd mengakuisisi PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk atau biasa disingkat menjadi Lonsum. Lonsum mengelola kebun kelapa sawit, karet, kakao, dan teh dengan total luas 116.053 hektar yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Jawa. Hingga tahun 2020, perusahaan ini mengoperasikan 12 pabrik kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, dengan total kapasitas pengolahan mencapai 2,6 juta ton Tandan Buah Segar (TBS) per tahun. Perusahaan ini juga mengoperasikan empat lini produksi karet remah, tiga  lini produksi karet lembaran, satu pabrik kakao, dan satu pabrik teh (https://id.wikipedia.org/wiki/ Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia).
Dengan melibatkan diri dalam produksi kelapa sawit dan sektor perkebunan lainnya, IndoAgri mencerminkan gambaran yang menarik tentang dinamika industri kelapa sawit. Sebagai perusahaan yang memiliki kendali atas rantai pasokan kelapa sawit, Indofood memegang peran penting dalam menciptakan keberlanjutan dalam industri yang seringkali kontroversial ini. Dengan demikian, mengintegrasikan inisiatif global dan lokal ke dalam praktik bisnis, seperti yang dilakukan oleh RSPO, ISPO, dan perusahaan besar seperti Indofood, menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan keberlanjutan dalam industri minyak kelapa sawit di Indonesia dan secara global.

Kasus Keberlanjutan Indofood
Indofood, sebagai salah satu perusahaan minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia dan telah bersertifikat RSPO dan ISPO, menghadapi banyak kritik dan tantangan dalam praktik produksinya. Terkait dengan hak asasi manusia, Indofood telah dituduh mengambil keuntungan dari pelanggaran hak-hak buruh yang disamarkan dengan label ‘sustainability’ yang salah. Selain itu, mereka telah dikritik karena hubungannya dengan deforestasi dan perusakan lingkungan di wilayah-wilayah tempat mereka beroperasi. Pada Oktober 2016, Rainforest Action Network (RAN), International Labour Rights Forum (ILRF), dan organisasi buruh Indonesia (OPPUK) mengajukan pengaduan terhadap Indofood. Hal ini kemudian memicu serangkaian evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh RSPO terhadap anak usaha Indofood, PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk (Lonsum), yang merupakan bagian dari IndoAgri.
RSPO, sebagai badan sertifikasi global, melakukan kunjungan verifikasi independen ke PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk (Lonsum), yang merupakan anak usaha IndoAgri. RSPO menemukan adanya dugaan pelanggaran dan meminta agar Lonsum memberikan action plan. Sayangnya, RSPO menilai action plan gagal, sehingga mengeluarkan surat peringatan pada tanggal 15 Januari 2019. RSPO juga menangguhkan seluruh sertifikat keberlanjutan minyak kelapa sawit milik Lonsum. RSPO juga memperingatkan bahwa mereka akan mengakhiri keanggotaan RSPO dari perusahaan induk Lonsum, Salim Ivomas, jika tidak ada tindakan yang diambil dalam jangka waktu yang diberikan. Dikutip dari laman ran.org dikatakan bahwa Indofood adalah salah satu perusahaan minyak sawit terbesar di Indonesia, dan akan menjadi perusahaan terbesar yang akan kehilangan keanggotaan RSPO-nya jika dijatuhi sanksi. Lonsum akhirnya memutuskan untuk keluar dari keanggotaan RSPO karena merasa tidak puas dan kecewa dengan hasil pemeriksaan tersebut. 


Analisa
Kritik yang diarahkan pada praktik-produksi Indofood menciptakan ruang untuk pertanyaan serius tentang sejauh mana efektivitas Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam menghadapi tantangan keberlanjutan di sektor minyak kelapa sawit. Meskipun keduanya telah melaksanakan audit dan pemantauan terhadap perusahaan ini, serta mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi pelanggaran yang teridentifikasi, namun praktik pelanggaran masih terus berlanjut. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa meskipun audit RSPO secara umumnya menghasilkan perubahan, penyesuaian ini tidak sepenuhnya memberikan jawaban komprehensif terhadap isu-isu keberlanjutan inti yang mewarnai sektor kelapa sawit. 
Jika ditilik lebih lanjut, aspek ekonomi konflik mencuat dalam bentuk ketidaksetaraan distribusi manfaat ekonomi dari industri kelapa sawit. Kesenjangan ekonomi yang terjadi dapat mengakibatkan ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat, memunculkan pertanyaan fundamental mengenai keadilan ekonomi dalam konteks industri yang sedang berkembang pesat. Sementara itu, dampak lingkungan yang melibatkan kerusakan ekosistem dan degradasi lingkungan menjadi perhatian serius yang menambah rumitnya isu keberlanjutan di sektor kelapa sawit.
Di sisi sosial, ketidaksetaraan dan konflik yang timbul dapat menciptakan ketegangan yang lebih dalam di antara pemangku kepentingan, menimbulkan kompleksitas tambahan dalam upaya mencapai keberlanjutan. Konflik seringkali timbul dari proses perubahan lahan yang cepat dan kurangnya perencanaan yang baik, menciptakan ketidaksepakatan antara perusahaan kelapa sawit dan komunitas lokal. Tantangan ini melibatkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, menciptakan lapisan kesulitan dalam pemahaman kebutuhan masyarakat serta prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.
Upaya menuju keberlanjutan, yang seharusnya sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, dapat menjadi semakin rumit dengan adanya pertentangan dan ketidaksepakatan di tingkat lokal. Adanya isu-isu sosial ini menambah dimensi yang lebih dalam dalam pemahaman keberlanjutan, mengharuskan adanya analisis mendalam dan dialog yang lebih terbuka untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, isu keberlanjutan dalam industri minyak kelapa sawit menjadi suatu tantangan yang melibatkan faktor-faktor yang kompleks dan saling terkait, membutuhkan pendekatan holistik dan sinergis dari semua pemangku kepentingan untuk menemukan solusi yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi tetapi juga adil dan berdaya tahan dalam jangka panjang.

Pembahasan
Dalam ranah pandangan banyak pihak, terdapat konsensus bahwa RSPO dan ISPO harus memperkuat dan memperbaiki efektivitas sertifikasi mereka guna mengatasi permasalahan keberlanjutan di industri minyak kelapa sawit. Dengan mengevaluasi metode deteksi ketidakpatuhan, institusi-institusi sertifikasi tersebut dapat meningkatkan tingkat keterlibatan mereka terhadap isu-isu kritis. Proses perbaikan ini tidak hanya mengundang pertanyaan terkait dengan pengembangan kapabilitas teknis, tetapi juga menantang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem sertifikasi.
Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas, RSPO dan ISPO juga perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik dalam mengevaluasi performa keberlanjutan perusahaan, menggabungkan metrik finansial dan non-finansial. Dengan memperkuat landasan metodologi evaluasi mereka, RSPO dan ISPO dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam menciptakan transformasi positif dalam industri minyak kelapa sawit. Tantangan mendominasi perjalanan RSPO, ISPO, dan industri minyak kelapa sawit di Indonesia menuju keberlanjutan yang autentik. Persoalan-persoalan mendasar, seperti penegakan hukum yang tegas, pemantauan yang sangat ketat, dan penyelarasan dengan regulasi pemerintah, menjadi fokus utama yang harus diatasi guna meraih tujuan keberlanjutan. Tidak dapat disangkal bahwa masalah-masalah ini memunculkan kompleksitas tersendiri, memerlukan pemikiran dan strategi yang matang agar dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Dibandingkan dengan RSPO yang merupakan standarisasi swasta yang bersifat sukarela serta memiliki peluang sanksi yang terbilang rendah, seperti penangguhan atau pencabutan sertifikat RSPO, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) secara teori justru memperkenalkan sanksi yang lebih kuat. Sanksi tersebut mencakup potensi pencabutan izin usaha perusahaan kelapa sawit, suatu instrumen yang dalam konsepsinya dapat dianggap lebih efektif untuk mengakhiri praktik-praktik yang tidak berkelanjutan. Teori ini merentang pada asumsi bahwa ancaman sanksi yang signifikan dapat mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan demi mempertahankan izin usahanya.
Namun, seiring dengan harapan tinggi terhadap potensi keefektifan ISPO, perlu diperhatikan bahwa komite ISPO, yang memiliki tanggung jawab atas organisasi dan implementasi standar tersebut, tidak memiliki wewenang yang memadai untuk menegakkan standar secara langsung. Hal ini diungkapkan oleh Hidayat, Nia Kurniawati, dkk. (2018), yang menyoroti keterbatasan kekuasaan yang dimiliki oleh komite ISPO dalam menerapkan sanksi. Oleh karena itu, masalah ini mengajukan pertanyaan kritis tentang keberlanjutan efektifitas ISPO dalam menghadapi dan mengatasi tantangan nyata di lapangan. Semua pertimbangan ini merangsang refleksi mendalam mengenai perluasan wewenang dan peran komite ISPO agar dapat menjadi agen yang lebih kuat dalam menegakkan prinsip-prinsip keberlanjutan di sektor minyak kelapa sawit Indonesia. 
Untuk memastikan prospek perkembangan berkelanjutan dalam industri minyak kelapa sawit ke depannya, diperlukan sebuah kerja sama yang sinergis antara pemerintah, perusahaan, LSM, dan masyarakat secara luas. Kerja sama ini menjadi landasan utama untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang lebih ketat, pengawasan yang cermat, dan penegakan hukum yang kokoh. Dalam konteks solusi yang dapat diimplementasikan, perlu ditekankan perlunya perbaikan secara menyeluruh dalam sistem pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta penfokusan yang lebih intens pada perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangan lingkungan.
Tak hanya itu, harmonisasi peraturan terkait produksi minyak kelapa sawit dan penyusunan kebijakan satu arah menjadi aspek yang krusial untuk merajut keselarasan di seluruh industri. Meskipun peraturan dan kebijakan terkait Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) telah diinisiasi dan digulirkan di tingkat pemerintah pusat, kenyataannya seringkali dijumpai kekosongan aturan serta kompleksitas regulasi di tingkat daerah. Fenomena ini dapat menghambat kelancaran implementasi sertifikasi ISPO di berbagai wilayah.
Lebih lanjut, peran pemerintah daerah dan entitas lokal menjadi kunci dalam menindaklanjuti peraturan ISPO. Namun, seringkali, mereka menghadapi ketidakpastian dalam menyikapi regulasi ini karena kompleksitas serta adanya banyak peraturan dan kebijakan yang masih berlaku, yang berpotensi bertentangan atau bahkan bertabrakan dengan peraturan lainnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, Eka Intan Kumala, dkk. (2022), yang menunjukkan adanya kendala signifikan dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO, terutama terkait peran dan respons dari pemerintah daerah.
Selain itu, hasil penelitian Rosanne E. de Vos, dkk. (2023) memperlihatkan bahwa tantangan dan hambatan selama proses sertifikasi sangat bergantung pada akses dan dukungan yang memadai dari fasilitator sertifikasi, termasuk LSM, pabrik, dan terutama lembaga pemerintah daerah. Dengan demikian, menjembatani kesenjangan dalam dukungan dan keterlibatan pemerintah daerah menjadi langkah krusial guna meningkatkan efektivitas dan kesuksesan dari inisiatif sertifikasi keberlanjutan dalam industri minyak kelapa sawit. 
Dalam konteks mendukung keberlanjutan, perlu dilakukan evaluasi dampak ekonomi dari sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO dan ISPO. Hasil penelitian yang diungkapkan oleh Shahimi, S., dkk. (2023) memberikan gambaran menarik terkait profitabilitas produsen Crude Palm Oil (CPO) yang menjalani sertifikasi lokal dan internasional. Penemuan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam profitabilitas antara produsen CPO yang bersertifikasi lokal dan yang tidak bersertifikasi. Namun, hal yang menarik perhatian adalah adanya penurunan profitabilitas sebesar 5% pada produsen CPO yang memiliki sertifikasi internasional, seperti RSPO, dibandingkan dengan produsen bersertifikasi lokal.
Penurunan profitabilitas ini menjadi fokus utama dalam konteks dampak negatif dari sertifikasi keberlanjutan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan intervensi pemerintah sebagai solusi untuk menjawab tantangan ini. Salah satu bentuk intervensi yang diusulkan adalah melalui pengenalan insentif pajak dan subsidi yang dapat mengkompensasi penurunan profitabilitas dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi perusahaan agar lebih aktif dan berkomitmen dalam mencapai tujuan keberlanjutan.
Dalam kerangka intervensi pemerintah, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi sangat penting. Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung transformasi menuju praktik-produksi yang lebih berkelanjutan dalam industri minyak kelapa sawit. Perlu adanya dialog terus-menerus antara pemerintah, produsen, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi para pelaku industri.
Tentu saja, pembahasan ini membuka ruang untuk pertimbangan lebih lanjut mengenai strategi dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah dan industri. Misalnya, pengembangan program insentif yang komprehensif, peningkatan efisiensi proses sertifikasi, dan penyediaan bantuan teknis bagi produsen dalam menerapkan praktik-produksi berkelanjutan. Langkah-langkah ini dapat menjadi fondasi untuk menciptakan ekosistem industri minyak kelapa sawit yang berkelanjutan secara menyeluruh, di mana keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat diwujudkan bersama-sama.


KESIMPULAN
Indonesia, sebagai produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia, memegang tanggung jawab besar dalam menghadapi masalah kompleks yang melibatkan industri kelapa sawit. Data terbaru dari United States Department of Agriculture (USDA), yang mencatat produksi pada Desember 2022, menunjukkan bahwa Indonesia menyumbang sekitar 45,5 juta ton minyak sawit, mencapai pangsa sekitar 59% dari total produksi dunia. Keterlibatan Indonesia dalam industri ini tidak hanya bersifat integral dalam perekonomian negara, tetapi juga menjadi elemen kunci yang dapat membentuk arah dan dampak industri kelapa sawit secara global. Seiring dengan pertumbuhan produksi yang signifikan, tantangan keberlanjutan dihadapi oleh Indonesia semakin mendalam dan perlu penanganan yang cermat dan holistik.
Peran industri kelapa sawit dalam ekonomi Indonesia bukanlah sekadar kontributor pendapatan, tetapi juga menjadi penentu keberhasilan negara ini dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan produksi minyak kelapa sawit yang mendominasi pasar global, Indonesia memiliki potensi untuk membentuk arah industri ke depannya dengan memastikan bahwa praktek-produksi yang diterapkan mencerminkan standar keberlanjutan yang ketat. Oleh karena itu, tanggung jawab Indonesia bukan hanya terletak pada kapasitas produksinya yang besar, tetapi juga pada kemampuannya untuk memimpin transformasi industri kelapa sawit menuju praktik-produksi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan
Keberlanjutan telah menjadi isu kritis yang melingkupi berbagai sektor dan negara, tak terkecuali Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia. Saat industri ini menjadi sorotan global, tantangan mencapai keberlanjutan dalam produksi minyak kelapa sawit menjadi semakin kompleks dan tidak dapat diabaikan. Melalui latar belakang inilah, kasus Indofood muncul sebagai suatu ilustrasi konkret dalam kerangka global yang mempertanyakan praktek-praktek industri yang berkelanjutan. 
Sertifikasi global seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) telah muncul sebagai kerangka tata kelola yang diharapkan mampu mengatur dan mengawasi produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Nupueng, S., dkk., 2023). Persamaan nilai-nilai yang ada pada RSPO dan ISPO tidak selalu mencerminkan kesamaan dalam implementasi di lapangan. Dalam praktiknya, produsen sering kali dihadapkan pada pertimbangan yang kompleks, harus memutuskan apakah memegang sertifikasi RSPO, ISPO, atau keduanya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keberlanjutan mereka. Keputusan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk skala produksi, pasar tujuan, dan keterlibatan pemangku kepentingan lokal. Dengan demikian, sertifikasi keberlanjutan dalam industri minyak kelapa sawit bukan hanya sekadar pemenuhan persyaratan, tetapi juga sebuah langkah strategis yang membutuhkan pemikiran matang dan penyesuaian kontekstual.
Indofood, sebagai pemain utama di industri minyak kelapa sawit, telah dengan tegas menyatakan komitmennya untuk mematuhi standar dan prinsip yang ditetapkan oleh dua badan sertifikasi terkemuka, yaitu RSPO dan ISPO. Kendati demikian, perjalanan menuju keberlanjutan dalam praktek-produksi minyak kelapa sawit tidak selalu terjalin mulus. Melalui penelitian yang disajikan oleh Bishop, KJ (2022), terungkap bahwa meskipun audit RSPO mampu memicu perubahan signifikan dalam praktek produksi, respons terhadap isu-isu keberlanjutan inti di sektor kelapa sawit masih terasa belum sepenuhnya memadai.
Untuk itu perlu adanya upaya menggali lebih dalam guna memahami dan mengidentifikasi akar permasalahan yang mendasari rendahnya efektivitas deteksi ketidakpatuhan. Hal ini melibatkan analisis lebih lanjut terhadap proses audit dan pemantauan yang diterapkan oleh RSPO dan ISPO, serta penilaian terhadap keterbatasan metode deteksi yang mungkin belum sepenuhnya memahami dinamika internal perusahaan kelapa sawit. 


SARAN
Pertanyaan mendasar yang mulai timbul terkait dengan sejauh mana RSPO dan ISPO mampu menanggapi dan mengatasi kompleksitas masalah keberlanjutan yang semakin terperinci dan membingungkan di industri minyak kelapa sawit. Hal ini membutuhkan peninjauan kritis terhadap kerangka kerja sertifikasi yang diterapkan oleh kedua lembaga, mengidentifikasi apakah sudah memadai dalam mencakup seluruh aspek penting keberlanjutan, dan apakah metode deteksi yang diterapkan sudah sesuai dengan dinamika industri yang terus berubah. Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan keberlanjutan, perlu dijelaskan sejauh mana instrumen-instrumen sertifikasi ini dapat mengakomodasi aspek-aspek yang belum sepenuhnya terungkap dalam praktek-produksi minyak kelapa sawit.
Selain itu, pertimbangan perlu diberikan terhadap peran dan kontribusi pihak ketiga, seperti LSM dan pakar independen, dalam memperkuat proses deteksi ketidakpatuhan. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif dari pihak ketiga ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan objektif terhadap kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, menggali lebih dalam pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat deteksi ketidakpatuhan menjadi suatu langkah krusial dalam merumuskan perbaikan substansial untuk meningkatkan efektivitas RSPO dan ISPO dalam menanggapi isu-isu keberlanjutan yang semakin kompleks dan menuntut perhatian serius.
Dalam meninjau lebih rinci dinamika perubahan praktek produksi yang diinduksi oleh audit RSPO, dapat disoroti perlunya sebuah kajian mendalam yang berfokus pada respons terhadap isu-isu keberlanjutan inti. Kajian semacam ini menjadi penting dalam rangka merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas perubahan yang diinginkan, sehingga sektor kelapa sawit dapat lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Dengan demikian, pentingnya mempertimbangkan dan mengkaji lebih lanjut efektivitas sebenarnya dari RSPO dan ISPO menjadi langkah kunci dalam merumuskan solusi berkelanjutan yang mendalam dan terencana untuk industri minyak kelapa sawit di masa depan.
RSPO dan ISPO telah mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam menghadapi masalah keberlanjutan di sektor minyak kelapa sawit. Namun, perjalanan menuju keberlanjutan yang lebih baik merupakan tugas bersama yang memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pemangku kepentingan. Perbaikan dalam pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, dan fokus yang lebih besar pada perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan dapat menjadi solusi dalam menjawab tantangan yang terdapat dalam tubuh RSPO dan ISPO. Oleh karena itu, organisasi sertifikasi memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi dan memberikan transparansi terhadap standar keberlanjutan mereka, seiring dengan upaya peningkatan efektivitas dalam menanggapi isu-isu utama yang terkait dengan keberlanjutan (Wassmann, B., et.al., 2023).
Seiring dengan itu, penting untuk diakui bahwa harmonisasi peraturan mengenai produksi minyak kelapa sawit dan penyusunan kebijakan satu arah antara pemerintah pusat dan daerah adalah aspek yang diperlukan untuk membentuk fondasi yang kuat bagi keberlanjutan industri. Perlu dipertimbangkan bahwa tingkat keberhasilan implementasi sertifikasi seperti RSPO dan ISPO tidak hanya tergantung pada komitmen perusahaan tetapi juga pada dukungan dan konsistensi regulasi dari pemerintah di tingkat berbagai administrasi.
Intervensi dari pemerintah, baik dalam bentuk pengenalan insentif pajak maupun subsidi, menjadi relevan untuk mengkompensasi penurunan profitabilitas dan biaya sertifikasi. Dengan mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang lebih kondusif, pemerintah dapat memainkan peran strategis dalam mendukung perusahaan-perusahaan yang berkomitmen pada praktik-produksi yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam mencapai tujuan keberlanjutan, menciptakan dorongan ekonomi yang memperhitungkan faktor-faktor lingkungan dan sosial di sektor minyak kelapa sawit.
Pendekatan ini, yang melibatkan koordinasi antara pemerintah, perusahaan, LSM, dan masyarakat, bukan hanya sebagai mitigasi terhadap dampak negatif, tetapi juga sebagai langkah-langkah proaktif untuk mendorong transformasi positif. Upaya legitimasi di Indonesia untuk membuat standar mereka sendiri yang diakui secara global, dengan cara yang dapat diterima oleh para pengguna akhir dan pemerintah, masih diragukan apabila mereka gagal membangun proses yang melibatkan banyak pemangku kepentingan (Pacheco, P., dkk., 2018). Untuk itu sinergi antara semua pemangku kepentingan menjadi esensial dalam membentuk landasan keberlanjutan yang kokoh dan merangsang pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan. Dengan melibatkan kolaborasi yang erat dan melihat keberlanjutan sebagai tanggung jawab bersama, industri minyak kelapa sawit dapat mengemban perannya sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan dan adil.
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